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menyatakan bahwa melalui kajian dengan perspektif ekonomi politik 
maka akan dapat diketahui seberapa besar peran masyarakat dalam 
pernmusan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan masalah 
ekonomi. Oleh karena itu, melalui perspektif ekonomi politik dapat 
dipertanyakan seberapa besar kepentingan masyarakat Dayak sebagai 
penduduk asli Kalimantan Barat terakomodasi dalam kebijakan 
pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya alam di 
Kalimantan Barat. 

Proses marginalisasi kearifan lokal dan masyarakat Dayak di 
Kalimantan Barat seharusnya dipahami dalam konteks ekonomi-politik 
pada ranah nasional. Sistem perekonomian Kalimantan Barat 
terintegrasi ke dalam sistem perekonomian nasional dan internasional 
melalui proses pembangunan dan modernisasi . Proses transformasi 
perekonomian Kalimantan Barat berada dalam tekanan ekspansi 
kekuatan modal pernsahaan nasional dan multi national corporation 
yang berjejaringan dengan kepentingan elit politik tingkat nasional. 
Dominasi kekuatan modal nasional dan asing tersebut muncul dalam 
bentuk investasi di berbagai sektor, terutama sektor industri 
perkayuan. (Soetrisno, 1998: 71). Salah satu kebijakan pemerintah yang 
berimplikasi terhadap dinarnika rnasyarakat yang bergantung pada 
hutan adalah UU No. 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. 
Pemanfaatan hutan yang sernula mernpakan kegiatan subsisten 
rnasyarakat lokal sekitar hutan rnenjadi kegiatan profit making yang 
salah satu tujuannya mengernk keuntungan bagi pemodal besar. Pihak 
swasta dengan pernsahaan pernegang HPH dan pemerintah dengan 
BUMN rnelalui dorninasinya dalarn pengelolaan surnber daya hutan 
telah mengibarkan bendera capital-·based forest management yang 
rnenafikan peran masyarakat lokal yang tadinya rnenjadi pelaku utama 
(Nugraha, 2005: 84) . 

Beberapa irnplikasi dari regulasi yang diberlakukan pada 
awal pernerintahan Orde Barn telah rnerombak basis ekonorni 
subsisten masyarakat Dayak sebagai peladang. Pemerintah Orde barn 
menegasikan keberadaan hak-hak adat ata tanah dengan 
rnernberlakukan Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5/1967, UU 
Pokok Pertambangan No.11/1967 dengan didukung UU tentang 
Penanaman Modal Dalarn Negeri dan UU tentang Penanaman Modal 
Asing (Hudayana, 2005: 20) . 
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Perkembangan selanjutnya, industri perkayuan menjadi 
tumpuan utama penyumbang devisa negara setelah masa kejayaan 
booming minyak berakhir sehingga pada waktu itu muncul sebutan 
"emas hijau" untuk komoditas kayu dari hutan. Peran industri 
perkayuan dari Kalimantan Barat terhadap akumulasi devisa Negara 
cukup signifikan yakni penyumbang devisa negara kelima terbesar. 
Namun sungguh ironis, meskipun Kalimantan Barat memberi 
sumbangan yang besar bagi devisa negara, daerah ini justru 
menempati ranking ketiga daerah termiskin di Indonesia (Anonim, 
1999: 19). Fenomena ini mempertegas kembali paradigma modernisasi 
dalam pembangunan pada masa itu yang memprioritaskan 
pertumbuhan ekonomi tetapi mengabaikan distribusi kesejahteraan 
yang seharusnya menyertai adanya peningkatan surplus ekonomi1. 

Kepentingan ekonomi makro untuk memperoleh 
keuntungan maksimal dari eksploitasi sumber daya hutan di 
Kalimantan Barat telah membuka peluang pembalakan jutaan hektar 
hutan secara legal atas nama kepentingan nasional dan perolehan 
devisa Negara. Pembalakan legal dilakukan oleh perusahaan yang 
memiliki badan hukum dan izin dari instansi yang berwenang, 
sedangkan warga masyarakat lokal yang tidak memiliki badan hukum 
sehingga tidak dapat memperoleh secarik kertas izin dianggap 
pembalak illegal meskipun mereka dan nenek moyang telah merawat 
hutan itu selama ratusan tahun. Diskursus mengenai "legal" yang 
berlawanan dengan "illegal" tidak dapat dihindari apabila membahas 
industri kehutanan dan produksi kayu. Selama ini pendekatan untuk 
memaknai "illegal logging" lebih bernuansa legalistik dan formalistik, 
yakni suatu penebangan dikategorikan illegal berdasarkan sumber 
hukum yang dijadikan acuan, yaitu produk-produk hukum yang 
dipersiapkan oleh pihak eksekutif, dan dibahas serta disahkan oleh 
legislatif. Berbeda dengan ketentuan hukum formal, masyarakat Dayak 
tidak mengenal kegiatan yang dianggap sebagai penebangan illegal 

1 
Para teknokrat yang banyak mewarnai kebijakan pembangunan awal Orde Baru banyak 

terpengaruh teori modernisasi. Secara umum dapat dikatakan teori modernisasi merupakan hasil 
pemikiran sa~ana ilmu sosial Amerika yang tertarik untuk menjawab pertanyaan mengapa negara­
negara di Dunia Ketiga tidak mencapai sukses dalam pembangunannya seperti negara-negara di 
Eropa dan Amerika (Budiman, 1984). Teori Modernisasi telah menjadi kerangka pemikiran tunggal 
untuk menjelaskan jalan menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan hidup bangsa di Negara­
negara Sedang Berkembang termasuk Indonesia. Modernisasi merupakan konsep yang 
menggambarkan perubahan sosial di kawasan yang sedang berkembang. Proses modemisasi 
ditafsirkan sebagai proses menuju tipe sosial , ekonomi dan politik yang telah berkembang di Eropa 
Baral dan Amerika Utara (Schuurman, 1993: 15). 
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tersebut. Bagi masyarakat, kegiatan penebangan yang mereka lakukan 
di hutan-hutan yang diklaim sebagai milik mereka secara turun­
temurun bukanlah merupakan pelanggaran. Mengingat hutan yang 
ada di sekeliling mereka adalah milik masyarakat, maka semua 
kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pengambilan hasil hutan 
adalah perbuatan yang legal (Haba; Gayatri; Noveria, 2003: 65-66). 

Eksploitasi sumber daya alam berlangsung secara sistematis 
dan dalam skala luas jutaan hektar clan tidak memperhatikan 
kepentingan orang Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan Barat 
yang membangun kebudayaannya berdasarkan hasil adaptasi mereka 
terhadap lingkungan hutan belantara selama ratusan tahun. Djuweng 
menggambarkan fenomena itu sebagai berikut: 

Following the legislation of the Basic Forestry No. 5, 1967, the 
Indonesian Government has issued licenses for hundreds of forest 
concessions to loggers. In 1990 the were 575 logging concessions 
(HPHs) which covered 60.36 million hectares forest with total 
production of 26 million cubic of wood. Of this figure, 301 HPHs 
opered in Kalimantan occupying 31.150.400 hectares of forest, a bit 
more than half of total forest concession areas in Indonesia . In 
Kalimantan, the total forest area is 44.964 million hectares, devided 
into production, convertible and protected forest; some 91.7 per cent 
pf total production and covertible forest had been licensed out to the 
loggers. 
Government figures and checks on the state of forest exploitation in 
West Kalimantan reveals a disturbing inadequency in the 
Government ability or disire to enforce restraits on logginJ? practices. 
West Kalimantan provincial government figures from 1991 show the 
total production forest to be 5.817.240 ha with 3.387.005 ha reserved 
as protected forest or national park. However, Department of Forestry 
figures showed the total area covered by licensed concessionaires to be 
6.207.500 ha, meaning that over one tenth of otherwise protected 
forest was to be logged.Land to be used for traditional agricultural 
practise were vastly underrepresented in the Governmwent figures. 
The land Resources Departenet of UK Overseas Developme11t who 
analysed a Regional Physical Planning Program for Transmigration 
(RePProT) put such land at 2.656.000 ha copared to the Government 
figures of 1.725.226 ha. Interstingly, although the Dayak in West 
Kalimantan constitute the largest single ethnic group with % of the 
population (1.400.00 people), the Povincial Governmen t record their 

267 



Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi 

· traditional shifting cultivation practies as using only 405.145 
hectares, much less than the RePProT figures of 2.085.00 hectares" 
(Djuweng, 1997: 23-25). 

Kepentingan masyarakat Dayak sebagai penduduk asli 
(indigenous peoples) di Kalimantan Barat justru diabaikan dalam 
program pembangunan di daerah tersebut, khususnya dalam hal 
alokasi pemanfaatan tanah. Stepanus Djuweng, dengan nada marah 
mengatakan bahwa sebenamya tidak ada Tata Cuna Tanah 
Kesepakatan di Kalimantan Barat namun yang ada hanyalah 
"perarnpasan" wilayah adat masyarakat Dayak yang secara sepihak 
dinyatakan sebagai tanah Negara (Djuweng, 1997: 25-26). 

Tata Cuna Tanah Kesepakatan di Kalimantan Barat dan 
pemberian konsesi pembalakan hutan jutaan hektar kepada HPH, HTI 
dan perusahaan kepala sawit telah menghancurkan rezim agraria adat 
yang berlaku dalam masyarakat Dayak. Hak pemilikan komunal dan 
penguasaan secara adat oleh masyarakat Dayak yang telah berlaku 
secara turun-temurun selama ratusan tahun tiba-tiba dianggap tidak 
berlaku oleh Negara dan atas nama "demi pembangunan" jutaan tanah 
adat atau ulayat masyarakat Dayak diserahkan kepada HPH, HTI dan 
perusahaan perkebunan untuk ditebang habis hutannya. 

Kartika Rini yang mencoba hidup di dalarn komunitas 
peladang di pedalaman Kalimantan menuliskan gambaran seram 
tentang gelornbang "tsunami" kekuatan lembaga kapital yang sangat 
dahsyat telah menghancurkan hutan di kawasan terpencil. 

Harus diakui, saya terkejut melihat hutan dan manusia yang 
tinggal di sana mengalami tekanan hebat. Sebelurnnya saya 
mengira bahwa daerah terpencil adalah tempat paling aman di 
dunia. Daerah terpencil pada kenyataannya seperti pantai yang 
diterjang tsunami saat terjadi prahara di tengah sarnudera 
(Rini, 2005: xxviii-xxix). 

Pembalakan hutan dalam skala besar secara membabi-buta 
tanpa memperhitungkan nilai-nilai budaya masyarakat Dayak 
terhadap hutan merupakan tindakan anarkis yang sistemik dan telah 
memberikan andil besar terhadap kehancuran sendi-sendi dasar 
kebudayaan Dayak. Upaya penghancuran lingkungan hidup dan 
perampasan hak-hak atas sumber daya alam berarti penghancuran 
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peradaban masyarakat Dayak itu sendiri (Andasputra, 2007: 6). 
Penghancuran sumber daya alam yang menyangga kehidupan orang 
Dayak juga berarti pengingkaran terhadap filosofi budaya Dayak. 
Filosofi budaya Dayak yang terkandung dalam mitologi asal usul 
orang Dayak menggambarkan bahwa hutan merupakan dunia 
manusia, sementara "dunia atas" atau "Dunia Adikodrati" rnerupakan 
ternpat di mana Tuhan bersemayam dan roh nenek rnoyang orang 
Dayak akan kembali, simbol dari bagian kuasa "Dunia Adikodrati" itu 
diwujudkan dalam bentuk burung Enggang. Hutan dengan pepohonan 
yang tinggi menjulang ke langit merupakan ternpat hinggap burung 
Enggang. Hutan yang lebat dan pepohonan yang besar serta tinggi 
rnerupakan ternpat bertemunya manusia dengan kuasa "Dunia 
Adikodrati". Dengan demikian harnparan tanah dan hutan bagi orang 
Dayak tidak semata-mata berrnakna material seperti faktor produksi 
dalarn sistem pertanian namun rnemiliki rnakna religius magis yang 
penting bagi kehidupan masyarakat Dayak. Oleh karena itu 
sangat dapat dipaham apabila ada tokoh masyarakat Dayak yang 
rnenyatakan bahwa hutan adalah "jiwa dan darah" masyarakat Dayak 
karena manusia Dayak dengan alam lingkungannya merupakan satu­
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Iqbal Djajadi dalam Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat II 
di Ketapang tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian 
Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, mengatakan : 

Ketika pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang 
mengundang para pengusaha nasional dan internasional untuk 
datang dan berinvestasi di Kalbar, para pejabat di Jakarta telah 
menjatuhkan vonis yang fatal bagi kelestarian hidup warga 
lokal. Mereka tidak mengakui hak atas tanah tradisional 
penduduk asli, mereka juga tidak rnengakui hukum adat yang 
berlaku. Ketika para pengusaha itu beroperasi, mereka bukan 
saja mengundang dan merangsang para migran suku lain 
untuk menetap di Kalbar, melainkan juga menghancurkan 
hutan, rnernarginalkan, bahkan memiskinkan warga lokal 
(Djajadi, 2010: 5) 

Daerah pedalaman Kalimantan Barat yang dahulu menjadi domain 
kultural masyarakat Dayak menjadi terbuka lebar bagi siapa pun, 
perusahaan perkayuan masuk ke dalam hutan dengan menggunakan 
chain-saw mereka menebang pohon-pohon besarnya. Para pekerja 
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perusahaan perkayuan membangun jalan logging untuk membuka 
isolasi area hutan rimba dan menggangkut harta karun nenek moyang 
orang Dayak berupa log-log kayu. Bagi pekerja logging yang berasal dari 
luar daerah bahkan luar pulau, tidak mengenal hutan keramat, pohon­
pohon besar menjulang tinggi ke langit yang dikeramatkan oleh orang 
Dayak dan menjadi tempat hinggap burung Enggang yang sakral 
hanya bermakna sebagai barang komoditas yang identik dengan uang. 

Penyangkalan akan hak-hak orang Dayak atas tanah dan 
sumber daya alam dikarenakan penggunaan tanah untuk 
kegiatan pembangunan dan penghancuran hutan besar­
besaran, disertai dengan kebijakan-kebijakan yang 
mengabaikan kepentingan orang Dayak, merupakan ancaman 
serius bagi keberadaan mereka sebagai penduduk asli 
Kalimantan (Bamba, 2004: 69). 

Penghancuran hutan dapat berakibat pada penghancuran kebudayaan 
Dayak karena kebudayaan masyarakat Dayak dibangun sebagai pola 
dan hasil adaptasi mereka terhadap ekosistem hutan belantara selama 
ratusan tahun. 

Proses kehancuran ekosistem hutan orang Dayak semng 
dengan proses kehancuran solidaritas komunal orang Dayak yang 
dimulai dengan penghancuran rumah panjang. Kebijakan pemerintah 
daerah Kalimantan Barat yang melarang penggunaan rumah panjang 
sebagai tempat tinggal orang Dayak karena dianggap kumuh (Dove, 
1988b). 
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Pemusnahan rumah panjang Dayak --Pusat Kebudayaan 
Dayak-- di penghujung tahun 60-an dan 70-an telah membawa 
dampak yang menghancurkan bagi masyarakat Dayak karena 
rumah panjang mengembangkan semangat demokrasi, 
solidaritas dan kebersamaan serta menurunkan pengetahuan 
dari generasi tua kepada generasi muda . 

. . . Penghancuran rumah panjang secara sistematis pada akhir 
tahun 1960-an karena dianggap tidak sehat dengan 
mengangkat isu komunisme dan seks bebas. Sekarang, 
segelintir rumah panjang yang tersisa digunakan untuk 
kepentingan kepariwisataan, dan kebanyakan orang Dayak 
sekarang tinggal di rumah tunggal. Karena itu, pemusnahan 
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rumah panjang tidak hanya mempengaruhi semangat 
solidaritas, penyampaian pengetahuan dan kebudayaan 
pribumi serta sistem pertahanan kampung saja, tetapi juga 
perubahan menyeluruh terhadap pola hidup orang Dayak 
(Bamba, 2004: 77-78) . 

Dengan adanya penghancuran rumah panjang, masyarakat Dayak pun 
berpindah ke rumah tunggal karena didorong oleh keharusan untuk 
tinggal di pemukiman yang dekat dengan jalan (Hudayana, 2005: 16). 
Proses sosial yang menyertai penghancuran rumah panjang adalah 
perubahan orientasi imajinasi keluarga ideal dari keluarga luas 
(extended family) menjadi keluarga batih (nuclear family), ha! ini sesuai 
dengan program kapitalisme global yang menghendaki terbentuknya 
keluarga kecil karena diandaikan keluarga luas justru menjadi beban 
ekonomi dan sosial bagi keluarga batih. Perkembangan ini sesuai 
dengan Program Keluarga Berencana yang dicanangkan pemerintah. 
Program KB ini dialamatkan kepada masyarakat Dayak dengan 
maksud agar mereka sebagai kelompok miskin tidak bertambah 
populasinya. Pelembagaan nuclear family itu telah membawa implikasi 
yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat Dayak. Anggapan 
bahwa extended family merupakan sebuah beban yang mengancam 
kesejahteraan merupakan konstruksi masyarakat kapitalis di mana 
anggota rumah tangga di luar anak clan orang tua jompo adalah beban 
ekonomi. Dalam konteks masyarakat yang hidup dalam sistem 
ekonomj subsisten, extended family justru merupakan sebuah kekuatan 
produksi untuk menjamin keamanan subsisten dan perluasan akses 
untuk mengolah sumber-sumber produksi subsisten yang beragam 
jenis dan berperan penting dalam pembagian kerja (Hudayana, 
2005:14). 

Pada sisi lain, terjadi proses delegitimasi kepemimpinan adat 
dalam masyarakat Dayak semenjak berlakunya Undang-Undang 
Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979. Penerapan Undang-Undang ini 
berakibat sangat destruktif terhadap keberadaan lembaga 
kepemimpinan masyarakat adat di Kalimantan Barat. Undang-Undang 
ini tidak mengakui peranan para pemimpin adat dalam kehidupan 
masyarakat Dayak. Sistem pemerintahan desa telah disusun secara 
seragam meniru pola di Jawa. Syarat-syarat untuk menjadi kepala desa 
menjadi sangat terbatas bagi para pemimpin adat. Kepala desa 
sekurang-kurangnya hams lulusan dari sekolah tingkat menengah 
pertama. Syarat seperti ini tidak memberi kesempatan para pemimpin 
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adat untuk berpartisipasi rnenjadi kepala desa. Akibatnya, kepala desa 
biasanya dijabat oleh seorang pernuda yang telah lulus dari sekolah 
lanjutan tingkat pertarna narnun tidak rnengetahui hal apapun 
rnengenai hukurn adat, ritual adat, kearifan tradisional atau 
rnanajernen surnber daya alarn. Konsekuensi dari keadaan tersebut 
adalah sering rnuncul konflik antarwarga rnasyarakat, tetjadi krisis 
kepernirnpinan yang hebat pada sebagian besar karnpung-karnpung di 
pedalarnan Kalirnantan Barat (Masiun, 2001: 58-59). Krisis 
kepernirnpinan ini rnenyebabkan sernakin rnernudamya fungsi hukurn 
adat dalarn rnenjaga tata sosial pada rnasyarakat Dayak. Tetjadilah 
proses kehancuran institusi adat dalarn rnasyarakat Dayak yang 
berdarnpak pada rnelernahnya kapasitas sosial rnasyarakat Dayak 
dalarn rnengelola konflik sosial. 

Iqbal Djajadi (2010: 6) juga rnenyatakan tentang kecenderungan 
rnelernahnya kapasitas rnasyarakat Dayak dalarn rnengelola konflik. 

Ketika para pengusaha itu beroperasi, rnereka bukan saja rnengundang 
dan rnerangsang para rnigran suku lain untuk rnenetap di Kalbar, 
rnelainkan juga rnenghancurkan hutan, rnernarginalkan, bahkan 
rnerniskinkan warga lokal. Bukan hal yang rnengherankan bila warga 
lokal seakan tidak rnerniliki pilihan lain selain bereaksi keras terhadap 
apa pun rnasalah yang tetjadi, terrnasuk insiden individual inter-etnik. 
Banyak pihak yang percaya bahwa seandainya pernerintah rnengakui 
hukurn adat, kasus kekerasan etnik pada 1997 dan 1999 rnungkin tidak 
akan tetjadi. 

Konsekuensi dari resource capture dan rnarginalisasi ekologis yang 
rnengakibatkan akses kornunitas-kornunitas seternpat terhadap surnber 
daya alarn rnenjadi sangat berkurang atau hilang sarna sekali adalah 
rnunculnya rnarginalisasi ekonorni bagi kornunitas-kornunitas 
seternpat yang rnendorong berkernbangnya keberingasan sosial. (Dewi, 
2006: 68; Boedisantoso, 1999: 22-23). 

Melernahnya kapasitas sosial rnasyarakat Dayak dalarn 

rnengelola konflik ini rnenjadi lebih kornpleks ketika sebagian tokoh 
rnasyarakat Dayak justru bersikap oportunis untuk rnendukung 
lernbaga-lernbaga kapital yang rnenguras surnber daya alarn di 

Kalirnantan Barat. Tidak sedikit tokoh rnasyarakat Dayak yang duduk 
sebagai anggota dewan kornisaris dalarn perusahaan HPH, HTI 
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maupun perkebunan kelapa sawit. Posisi jabatan kepala humas clan 

kepala bidang keamanan pada perusahaan-perusahaan perkebunan 

kelapa sawit di Kalimantan Barat biasanya diisi oleh tokoh masyarakat 

Dayak atau anggota keluarga tokoh masyarakat Dayak. Dalam 

konteks hubungan perusahaan-perusahaan tersebut dengan 

masyarakat Dayak, adat dalam pengertian luas termasuk juga hukum 

adat bagi lembaga-lembaga kapital tersebut hanya merupakan 

instrumen untuk meredam resistensi orang Dayak terhadap sepak 

terjang perusahaan yang merusak hutan clan merampas sumber daya 

alam dari tangan orang Dayak. Temuan dalam desertasi Dewi (2006: 

230-234) menyebutkan bahwa melalui mekanisme peradilan adat 

perusahaan perkebunan kelapa sawit telah berhasil mengkonstruksi 

wacana konflik petani melawan perusahaan menjadi permasalahan 

adat. Dengan cara demikian, perusahaan dapat melokalisir konflik dan 

sekaligus meredam konflik berkat bantuan para pernimpin adat yang 

"dipelihara" oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan 

perkebunan kelapa sawit telah berhasil mendekonstruksi nilai-nilai 

religio-magis yang melekat pada hukum adat menjadi bernilai 

profane sehingga hukum adat hanya berfungsi sebagai instrumen 

yang bias dibeli untuk mengamankan seluruh kegiatan perusahaan 

tersebut2. 

Catatan Penutup: Diperlukan Kearifan Global 
Komunitas-komunitas orang Dayak yang tinggal di daerah 

pedalaman Kalimantan Barat hidup dari sektor kehutanan dan 
pertanian tradisional. Hutan merupakan area untuk mencari kayu, 
gaharu, madu clan berburu binatang selain untuk cadangan perluasan 
ladang mereka. Sistem pertanian tradisional mereka sangat tergantung 
pada ketersediaan sumber daya alam berupa tanah. Komunitas orang 
Dayak ini hanya memanfaatkan sumber daya alam yang berada dalam 

2 Dalam masyarakat Dayak Kanayatn dikenal ungkapan "Adat /abih Jubata bera, adat kurang antu 
bera". Maksud dari ungkapan ini adalah bahwa praktek peradilan hukum adat itu harus adil , apabila 
berlebihan dalam menjatuhkan sanksi akan mendapat kemurkaan Tuhan, sebaliknya apabila terlalu 
ringan sanksinya akan mengundang kemarahan hantu. Pesan utama dari ungkapan ini adalah 
keadilan nilai yang sanagt tinggi dalam sistem norma orang Dayak. Selain itu, sistem peradilan 
adat dalam masyarakat Dayak merupakan bagian dari sistem religio-magis mereka sehingga 
mengandung nilai sakral karena keputusan peradilan harus bisa dipertanggungjawabkan di 
hadapan Tuhan (Purwana, 2007: 41-480). 
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domain kulturnya atau berada dalam wilayah hukum adat mereka. 
Ketika lembaga-lembaga kapital melakukan penetrasi sistem 
perekonomian kapitalistik di pedalaman Kalimantan Barat, wilayah­
wilayah adat yang dikuasai komunitas-komunitas Dayak tergulung 
dalam kekuasaan lembaga-lembaga kapital tersebut. George Junus 
Aditjondro (2005: xvii-xviii) memberikan contoh besarnya kekuasaan 
konsorsium perusahaan yang bergerak di sektor perhutanan dan 
industri kayu, kekuasaan lembaga kapital itu lintas provinsi dan 
menguasai areal HPH dan HTI sekitar 1,2 juta hektar . 

... kelompok Rimba Raya memiliki dua HPH di Kalimantan Tengah, 
enam HPH di Kalimantan Barat, dua HPH di Kalimantan Timur, satu 
HPH di Sumatra Selatan, satu HPH di Riau, dan satu HPH di Sulawesi 
Selatan, satu kilang kayu lapis (plywood) di Kalimantan Tengah, satu 
kilang kayu lapis di Kalimantan Barat, satu pabrik MDF (medium 
density fibreboard) dan kilang kayu lapis di Musi Banyu asin, Sumatra 
Selatan serta satu proyek HTI (hutan tanaman industri) transmigran di 
Kalimantan Barat. 

Luas seluruh areal HPH dan HTI itu sekitar 1,2 juta hektar. Sebagian 
besar konsesi hutan itu seluas 820 ribu hektar, terletak di Kalimantan. 
Terutama di Kalimantan Barat, ... 

Berhadapan dengan konsorsium perusahaan HPH, HTI dan 
perkebunan kelapa sawit, komunitas-komunitas adat orang Dayak di 
Kalimantan Barat yang memiliki kearifan lokal tidak mampu 
mempertahankan tanah adat yang secara turun-temurun mereka 
kuasai. Membiarkan masyarakat Dayak berbekal kearifan lokal untuk 
berhadapan dengan korporasi-korporasi perusahaan yang bergerak di 
sektor perhutanan dan industri kayu ibarat membiarkan masyarakat 
Dayak berperang dengan senjata tradisional sumpit untuk menghadapi 
lawan yang menggunakan senjata modern, rudal jelajah antar benua. 
Dalam persaingan memperebutkan sumber daya alam, mereka yang 
memiliki keunggulan modal, teknologi, dan organisasilah yang akan ke 
luar sebagai pemenang (Budhisantoso, 1999: 23). 

Nico Andasputra (2007: 10) menyebutkan adanya fenomena 
kejahatan korporasi terhadap masyarakat Dayak. Indikasi adanya 
kejahatan korporasi ini terlihat dari perlawanan masyarakat Dayak 
terhadap korporasi-korporasi yang merampas hak-hak mereka atas 
sumber daya alam seperti tanah dan hutan. Sejengkal demi sejengkal 
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tanah-tanah adat berubah menjadi lahan perkebunan sawit dan HTI, 
sedikit demi sedikit hutan masyarakat Dayak dibalak oleh para 
pembalak yang terdiri dari para investor dari Malaysia, China, 
Hongkong, Singapura, Amerika dan Eropa (Andasputra, 2007: 10). 

Dalam Dialog Budaya Dayak tahun 2007 yang diselenggarakan 
oleh Direktorat Tradisi di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai 
Tradisional Pontianak, seorang narasumber, Dr. Pujo Semedi 
menyatakan bahwa nenek moyang kita dahulu memang menciptakan 
kearifan lokal karena mereka menghadapi persoalan yang sifatnya 
lokal dan berakar pada potensi kehidupan setempat. Akan tetapi 
sekarang sebagian besar persoalan berakar di ranah global, bersumber 
pada sikap hidup rakus budaya industrial kapitalistik. Kapital yang 
dimiliki oleh para pengusaha di London, Kuala Lumpur dan Jakarta 
berhasil mengubah jutaan hutan tropis menjadi kebun sawit atas nama 
pemenuhan permintaan minyak goreng dunia (Semedi, 2007: 3-4). Pada 
tahun 1990 terdapat 575 Hak Pengusahaan Hutan di Indonesia seluas 
60,30 juta hektar. HPH yang beroperasi di Kalimantan mengkapling 
areal hutan seluas 30,15 juta hektar, lebih dari separuh dari luas HPH 
di Indonesia. Sedangkan luas total hutan di Kalimantan adalah 44,96 
juta hektar (Nugraha, 2005: 84) . 

Proses deforestasi di Kalimantan Barat berlangsung dengan 
akselerasi yang cenderung semakin cepat dengan adanya dukungan 
pemerintah terhadap program perkebunan kelapa sawit. Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat merencanakan pembangunan perkebunan 
kelapa sawit seluas 5 juta hektar (Colchester et al, 2007: 27). 
Perhitungan luas areal perkebunan kelapa sawit ini masih hams 
ditambah lagi dengan rencana pemerintah untuk membangun sabuk 
perkebunan kelapa sawit selebar 5 - 10 km di sepanjang perbatasan 
Indonesia dan Malaysia di Kalimantan yang meliputi areal tanah seluas 
1,8 juta hektar (Colchester et al, 2007: 27; Dewi, 2010: 1). 

Proses deforestasi yang semakin meningkat untuk perluasan 
HPH, pengembangan sektor perkebunan dan pertambangan besar 
mernbawa implikasi yang sangat serius bagi masyarakat Dayak karena 
telah menggeser akses masyarakat Dayak terhadap tanah dan berbagai 
sumber daya lokal. Temuan dalam disertasi Dewi (2006: 168-178) 
membuktikan hal itu, warga masyarakat Dayak yang menjadi petani 
PIR (Perusahaan Inti Rakyat) perusahaan perkebunan kelapa sawit di 
Kabupaten Landak semenjak tahun 1980 setelah 25 tahun kemudian 
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berubah menjadi petani miskin dan pencuri buah kelapa sawit di 
kebun inti milik perusahaan. Dahulu sebelum menjadi petani PIR 
kelapa sawit, mereka hidup sejahtera sebagai peladang dan setiap 
keluarga menguasai puluhan hektar tanah. Setelah menjadi petani PIR 
kelapa sawit, setiap keluarga hanya menguasai 2 hektar kebun sawit. 
Permasalahan muncul ketika anak-anak mereka menjadi dewasa dan 
berkeluarga, kebun kelapa sawit 2 hektar tidak dapat memenuhi 
nafkah beberapa keluarga. Generasi kedua orang Dayak yang hidup 
sebagai petani PIR kelapa sawit telah berubah menjadi massa petani 
yang terancam kehilangan aksesnya atas tanah garapan (landless 
peasant), mereka ini bisa disebut pekebun gurem kelapa sawit. 

Perkembangan masyarakat Dayak pada saat ini sampai pada 
tahap point no return atau tahap yang tidak mungkin ditarik mundur 
lagi ke masa lalu. Sebagian besar hutan tropis di Kalimantan Barat 
sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit atau pemanfaatan 
lainnya. Memimpikan hutan belantara tumbuh kembali seperti sedia 
kala menjadi tidak masuk akal karena struktur demografi dan struktur 
sosial masyarakat yang menempati wilayah Kalimantan Barat sudah 
berubah secara drastis. Tantangan saat ini adalah merumuskan 
kearifan global untuk meminimalisir dampak destruktif bagi alam 
lingkungan dari pemanfaatan sumber daya alam dalam skala besar dan 
terus memperjuangkan kemanfaatan yang adil dan merata bagi 
kesejahteraan hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang. 
Kembali mengutip pendapat Semedi (2007: 3-5), glorifikasi terhadap 
kearifan lokal adalah bagian dari "harta karunisme" yakni cara berpikir 
yang berorientasi ke masa lalu bahwa para leluhur dengan kesaktian 
dan kebijakannya yang melegenda telah menyiapkan solusi untuk 
segala persoalan kehidupan yang kita hadapi sekarang. "Harta 
karunisme" adalah cerminan dari budaya gagal menangani persoalan 
hari ini, gamang menghadapi hari depan, kemudian orang lari ke 
masa lalu. 
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